WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADAG NOMOR 6 TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

TENTANG UANG PERSEDIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan keuangan daerah
mengenai uang persediaan telah ditetapkan Peraturan
Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Uang
Persediaan (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 6);

bahwa untuk kelancaran pembayaran ganti uang
persediaan maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu

diubah dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Padang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Uang Persediaan;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa Kkali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



Menetapkan:

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran
Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG UANG PERSEDIAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor
6 Tahun 2021 tentang Uang Persediaan (Berita Daerah Tahun
2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru
yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4A

(1) Atas persetujuan Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang
dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang
dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan
dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(2) Persetujuan Pengguna Anggaran dan besaran pelimpahan
UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam surat keputusan Pengguna Anggaran tentang
besaran pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara

Pengeluaran.

(3) Besaran jumlah uang yang dilimpahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan besarnya



kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran
serta waktu pelaksanaan kegiatan.

(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab
atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara

Pengeluaran

(5) Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan
permintaan  pelimpahan  UP berikutnya kepada
Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang
terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Penerbitan dan pengajuan  dokumen SPP GU
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam
rangka mengganti UP.

(2) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan apabila dana UP dipergunakan dan
dipertanggungjawabkan paling sedikit 50 % (lima puluh

persen) dari dana UP yang diterima.

(3) Besaran pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikecualikan pada SKPD yang terdapat

Bendahara Pengeluaran Pembantu, dengan ketentuan :

a. Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan
dokumen SPP GU berdasarkan permintaan
pelimpahan UP  berikutnya dari Bendahara

Pengeluaran Pembantu; dan

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu telah
mempergunakan dan mempertanggungjawabkan
paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari dana
pelimpahan UP yang diterima.

(4) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan sebesar UP yang telah dipergunakan dan
dipertanggungjawabkan.



(5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban UP.
Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Maret 2021

PLT. WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR



